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Kasus Pidana Amsal Sitepu dan Vonis Bebas:  

Analisis Hukum dan Implikasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 

 

Kasus yang melibatkan videografer Amsal Sitepu menjadi perhatian publik karena 

berujung pada putusan bebas (vrijspraak) oleh pengadilan. Putusan ini tidak hanya 

menimbulkan perdebatan di masyarakat, tetapi juga menjadi bahan kajian penting dalam 

perspektif hukum acara pidana, khususnya terkait pembuktian dan penerapan asas in 

dubio pro reo. 

 

Fenomena vonis bebas dalam perkara pidana seringkali disalahartikan sebagai kegagalan 

penegakan hukum, padahal secara yuridis, putusan tersebut justru merupakan 

manifestasi dari prinsip perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan 

pidana. 

 

Kronologi Singkat Perkara 

Perkara yang menjerat Amsal Sitepu berawal dari dugaan tindak pidana yang kemudian 

diproses melalui tahapan: 

1. Penyidikan oleh aparat penegak hukum  

2. Penuntutan oleh jaksa penuntut umum  

3. Pemeriksaan di persidangan  

 

Dalam proses persidangan, jaksa menghadirkan alat bukti berupa: 

• Keterangan saksi  

• Surat  

• Petunjuk  

• Keterangan terdakwa  

Namun, majelis hakim menilai bahwa pembuktian yang diajukan belum memenuhi standar 

pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum acara pidana. 

 

Dasar Hukum Putusan Bebas 

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP: 

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa 

atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 

maka terdakwa diputus bebas.” 

 

Putusan ini menegaskan dua unsur penting yang bersifat kumulatif: 

1. Tidak terbuktinya perbuatan secara sah  

2. Tidak adanya keyakinan hakim  

 

Analisis Pertimbangan Hakim 

Dalam perkara Amsal Sitepu, vonis bebas umumnya didasarkan pada beberapa 

pertimbangan berikut: 

 

1. Tidak Terpenuhinya Minimal Dua Alat Bukti 

Sesuai Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika: 

• Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah  

• Hakim memperoleh keyakinan  

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka putusan bebas menjadi konsekuensi logis. 
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2. Lemahnya Kualitas Alat Bukti 

Majelis hakim dapat menilai bahwa: 

• Keterangan saksi tidak konsisten  

• Tidak ada keterkaitan antara alat bukti  

• Bukti bersifat asumtif atau tidak langsung  

 

3. Penerapan Asas In Dubio Pro Reo 

Asas ini merupakan bagian dari prinsip presumption of innocence, yang mengharuskan 

hakim untuk memutus perkara demi keuntungan terdakwa apabila terdapat keraguan. 

Asas ini menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem peradilan pidana modern. 

 

Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas 

Penting untuk membedakan: 

1. Putusan Bebas (Vrijspraak) 

• Perbuatan tidak terbukti  

• Terdakwa dinyatakan tidak bersalah  

 

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag van Rechtvervolging) 

• Perbuatan terbukti  

• Namun bukan merupakan tindak pidana  

Dalam kasus ini, Amsal Sitepu dinyatakan bebas, bukan lepas. 

 

Doktrin Hukum yang Relevan 

1. Doktrin Pembuktian Negatif 

Menurut M. Yahya Harahap sistem pembuktian Indonesia menganut sistem pembuktian 

negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijsstelsel), yaitu kombinasi antara 

alat bukti dan keyakinan hakim. 

 

2. Doktrin Perlindungan Hak Terdakwa 

Menurut Andi Hamzah lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada 

menghukum orang yang tidak bersalah. 

 

3. Doktrin Keyakinan Hakim 

Menurut Wirjono Prodjodikoro: 

Keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan sekadar intuisi atau 

asumsi. 

 

Implikasi Hukum dari Vonis Bebas 

1. Rehabilitasi Nama Baik Terdakwa 

Terdakwa berhak atas pemulihan hak, harkat, dan martabatnya. 

 

2. Hak atas Ganti Rugi 

Berdasarkan KUHAP, terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi.  

 

3. Tidak Dapat Dituntut Kembali (Ne Bis In Idem) 

Putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali untuk 

perkara yang sama. 
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Implikasi terhadap Sistem Peradilan 

Kasus ini memberikan beberapa pelajaran penting akan pentingnya kualitas Penyidikan 

dimana aparat penegak hukum harus memastikan adanya alat bukti kuat dan konstruksi 

perkara jelas.  

 

Putusan bebas juga menunjukkan bahwa hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa dan 

menjaga objektivitas serta Perlindungan Hak Asasi Manusia atas bentuk perlindungan 

terhadap salah hukum (miscarriage of justice).  

 

Kesimpulan 

Putusan bebas dalam kasus Amsal Sitepu mencerminkan penerapan prinsip fundamental 

dalam hukum acara pidana, khususnya terkait pembuktian dan perlindungan hak 

terdakwa. 

 

Meskipun sering menimbulkan kontroversi, vonis bebas justru merupakan indikator bahwa 

sistem peradilan masih berjalan sesuai prinsip due process of law. Ke depan, kasus ini 

menjadi pengingat penting bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat kualitas 

pembuktian agar proses penegakan hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi 

juga substansial. 

 

 

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan 

pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi permasalahan hukum di bidang pidana maka 

tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan 

permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui: 

📞 08567572501 

📧 info@justianlawfirm.com 

🌐 www.justianlawfirm.com 


